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UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN

; KUMUH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

(Dina Amalia Yendra, 2210112005, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman,
2026)

ABSTRAK

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jo. UU No. 1 Tahun 2011 mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam
pemenuhan hak atas hunian layak. Meskipun Kota Padang Panjang mencapai target bebas kumuh pada 2019, data tahun
2022 menunjukkan munculnya kembali kawasan kumuh seluas 47.7179 Ha. Permasalahan penelitian ini adalah
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup (Dinas PKP-LH) dalam menanggulangi kondisi tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi
ini, yaitu (1) Bagaimana upaya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh oleh Dinas PKP-LH? (2) Bagaimana
upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh oleh Dinas PKP-LH?. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak
Dinas PKP-LH dan masyarakat, serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa Dinas PKP-LH melaksanakan kewenangan pencegahan melalui fungsi pengawasan dan
pengendalian, serta pemberdayaan masyarakal sementara peningkatan kualitas dilakukan melalui perbaikan sarana,
prasarana, dan utilitas umum (PSU), serta program rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) atau bedah rumah.
Namun, pelaksanaan wewenang tersebut belum optimal, serta program bedah rumah belum memberikan hasil yang
optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan ketiadaan instrumen hukum
setingkat Peraturan Daerah (Perda) khusus. Ketiadaan instrumen hukum daerah ini berimplikasi pada lemahnya landasan
operasional dalam menjamin kepastian hukum serta keberlanjutan penanganan kawasan kumuh secara komprehensif di
Kota Padang Panjang.
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ABSTRACT

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution in conjunction with Law No. 1 of 2011 mandates the
government's responsibility in fulfilling the right 1o adequate housing. Although Padang Panjang City achieved its
target of becoming slum-free in 2019, data from 2022 shows the re-emergence of slum areas covering an area of
47.7179 hectares. The resecarch problem is the implementation of the authority of the Padang Panjang City
Government through the Office of Housing, Settlement Areas and the Environment (Dinas PKP-LH) in overcoming
this condition. The problems addressed in this thesis are (1) How does the PKP-LH Agency prevent slum housing and
settlements? (2) How does the PKP-LH Agency improve the quality of slum housing and settlements? The research
method used is sociological jurisprudence with a descriptive analytical nature. Data collection was conducted through
interviews with the PKP-LH Agency and the community, as well as a study of relevant laws and regulations. The
results of the study show that the PKP-LH Office exercises its authority to prevent slums through supervision and
control functions, as well as community empowerment, while improving quality is carried out through repairs to
facilities. infrastructure. and public utilities (PSU). as well as the Uninhabitable House Rehabilitation (Rutilahu) or
house renovation program. However, the implementation of these authorities has not been optimal. and the house
renovation program has not yielded optimal results. This is due to budget constraints, limited human resources, and
the absence of legal instruments at the local regulation (Perda) level. The absence of these local legal instruments has
implications for the weak operational foundation in ensuring legal certainty and the sustainability of comprehensive
slum management in Padang Panjang City.
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